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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Paparan Data Penelitian  

1. Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung 

a. Profil Perusahaan 

Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung yang terletak di Jl. 

Supriadi, No.43 Tulungagung merupakan perbankan pertama berbasis 

syariah yang hadir di kota Tulungagung yang didirikan pada tanggal 

01 Mei 2010. Faktor yang menentukan perlunya Bank Muamalat 

berdiri di Tulungagung pertama karena mayoritas penduduknya adalah 

beragama muslim. Faktor kedua adalah potensi daerahnya yang cukup 

besar, dimana banyak usaha kecil dan menengahnya berkembang pesat 

di daerah ini, seperti usaha konveksi, kerajinan marmer, peternakan, 

dan masih banyak lagi usaha kecil lainnya. 

Visi : 

Menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, 

dikagumi di pasar Nasional. 

Misi : 

Menjadi Role Model Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan 

penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, 

dan orientasi investasi untuk memaksimumkan nilai bagi Stakeholder. 

Adapun tujun didirikannya Bank Muamalat adalah : 
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1) Meningkatkan kualitas hidup sosial ekonomi masyarakat Indonesia 

sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan 

dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasioanal, 

antara lain meliputi : a) meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha; 

b) meningkatkan kesempatan kerja; dan c) meingkatkan 

masyarakat banyak. 

2) Meningkatkan partisispasi masyarakat dalam pembangunan 

terutama dalam bidang ekonoi keuangan, yang selama ini masih 

cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank 

karena menganggap bunga bank itu riba. 

3) Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat 

berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan 

partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha – usaha 

ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga 

perbankan di daerah – daerah terpencil. 

4) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir ekonomi, 

berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka. 

b. Struktur Organisasi 

Branch Manager   : Mushoniful Agustian 

PIC Capem   : Basuki Widodo 

PIC Micro    : Endik Setyo Sembrodo 

Relationship Manager Funding : Arry Sulistyo 

Account Manager Landing : Prasetyo Rinie Budi U. 
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Customer Service   : Dora Ayu Kusprilia 

Teller    : Nesia Nera Yulidya 

Security    : Santo 

Office Boy    : Rudi Hartoyo 

Driver    : Dwi Nur Cahyo 

Marketing    : Anggun, Ichsan, Imam 

PIC Collection   : Didik 

Analys    : Subhan 

 

Gambar 4.1 Skema Struktur Organisasi 

Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung 
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c. Operasional Usaha  

Job Discription dan Pengembangan Job Discription 

1) Audit Pusat  

Tugas pokok audit pusat, adalah sebagai berikut : 1) Memantau 

kinerja Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung; 2) 

Melakukan pelaporan mengenai kinerja karyawan/i Bank 

Muamalat Indonesia KCP tulungagung ke Bank Pusat. 

2) Branch Manager 

Tugas – tugas dan pimpinan cabang, antara lain : 1) bertanggung 

jawab seacara keseluruan terhadap operasional Bank Muamalat 

Indonesia KCP Tulungagung; 2) Sebagai koordinator seluruh crew 

Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung; 3) Sebagai 

pelaksana kebijakan – kebijakan direksi terkait dengan operasional 

Indonesia KCP; 4) Mempunyi wewenang tertinggi di Indonesia 

KCP; 5) Pemegang limit pengeluaran biaya dan pembiayaan. 

3) PIC Capem 

PIC Capem memiliki tugas pokok, antara lain : 1) Bertanggung 

jawab kepada Branch Manager terhadap operasional yang 

dilakukan oleh bawahannya; 2) Sebagai koordinator dan pengawas 

seluruh bawahannya; 3)  Berkoordinasi dengan OM cabang. 

4) PIC Micro 

Tugas – tugas pokok PIC Micro, adalah sebagai berikut : 1) 

Bertanggung jawab kepada Branch Manager terhadap operasional 



84 

 

yang dilakukan oleh bawahannya; 2) Sebagai koordinator dan 

pengawas seluruh bawahannya. 

5) Marketting 

1) Relationship Manager Funding 

Tugas dari Relations Manager Funding antara lain : 1) 

Mencari nasabah yang potensial sebagai perolehan sumber 

dana; 2) Melakukan proses pengiriman uang sesuai dengan 

permintaan. 

2) Account Manager Landing 

Tugas – tugas pokok Account Manager Landing, adalah 

sebagai berikut : a) Memasarkan produk dari Bank Muamalat, 

mencari calon nasabah yang potensial sebagai alokasi dana 

pembiayaan; b) Membuat dan memelihara semua dokumen 

pada bagian pembiayaan; c) Monitoring setiap debitur atau 

nasabah yang maupun jatuh tempo secara continue; d) 

Mengecek data serta mensurvei calon nasabah baru yang 

mengajukan pembiayaan; e) Menandatangani atau megesahkan 

apakahcalon nasabah ini bisa mendapatkan pembiayaan atau 

tidak; f) Melakukan penagihan terhadap debitur yang 

bermasalah, mencari sumber permasalahan, dan alternatif jalan 

keluar. 
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6) PIC Collection 

Tugas – tugas pokoknya adalah sebagai berikut : a) Menagih uang 

angsuran dari nasabah (yang melakukan pinjaman) yang telah jatuh 

tempo; 2) Melakukan pendekatan dengan nasabah agar tidak 

mengalami tunggakan angsuran dan menjaga hubungan baik. 

7) Analyst 

Tugasnya antara lain : a) Menganalisis dana nasabah yang ingin 

melakukan pinjaman sesuai / tidaknya dengan fakta / kenyataan; b) 

Menganalisis penyebab nasabah mengalami tunggakan angsuran 

dan membuat jalan keluar / penyelesaiannya dengan nasabah yang 

bersangkutan; c) Memantau penggunaan dari dana pinjaman oleh 

nasabah. 

8) Customer Service 

Tugas pokok Customer Service, adalah sebagai berikut : a) 

Memberikan keterangan atau pelayanan yang dibutuhkan oleh 

nasabah mengenai produk – produk dari Bank Muamalat; b) 

Melayani setiap tamu atau nasabah yang bermaksud bertemu 

dengan staf atau karyawan Bank Muamalat; c) Memberi nomor 

rekening tabungan atau deposito kepada nasabah baru sesuai 

dengan nomor urut; d) Menerima, memeriksa kelengkapan dan 

meregistrasi berkas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh 

calon nasabah pembiayaan dan kemudian menyerahkannya pada 

bagian marketing; e) Menerima dan melayani cmplai nasabah yang 
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mengalami masalah; f) Melakukan penyediaan CEK/BG atas 

permintaan nasabah. 

9) Teller 

Teller memiliki tugas – tugas pokok, anatar lain : a) Mengatur dan 

memelihara saldo / posisi uang kas yang ada dalam tempat 

Khasanah bank; b) Pelaksanaan transaksi keuangan tunai : setoran 

dan penarikan; c) pelaksanaan mutasi uang tunai antara teller 

kantor kas; d) Berkewajiban membuat laporan kas harian; e) 

Melakukan penukaran uang dan pemindahan bukuan / jasa bank 

lainnya; f) Melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke Bank pusat 

ketika melakukan transaksi diatas Rp 10.000.000,-. 

10) Non Banking Staff 

Non Banking Staff bertugas dalam mengamankan kekayaan kantor 

serta pemeliharaan dan urusan rumah tangga lainnya. Bagian – 

bagian tugas poko non bank staff antara lain : 

a) Security, bertugas untuk : untuk siap siaga terhadap situasi 

kantor; memantau keluar masuk nasabah ke kantor; menfull 

(mengeluarkan dan memasukkan uang ke khasanah bersama 

teller dan pejabat bank); pengawalan penyetoran uang; 

membantu customer service dalam penjualan shar-e; memberi 

nomor antrian kepada nasabah; selalu memberi salam dan 

membukakan pintu bagi nasabah yang datang. 



87 
 

b) Office Boy, bertugas untuk : menjaga kebersihan dan kerapian; 

memelihara perlengkapan, peralatan, dan harta kantor; 

membantu kegiatan crew yag lain; membuatkan minuman bagi 

karyawan/i. 

c) Driver,  bertugas daam bagian transportasi dan memeihara 

kendaraan kantor. 

b. Jenis dan Produk Layanan Unggulan  

1) Produk penghimpun Dana (Funding) 

a) Tabungan 

(1) Tabungan Mumalat 

Tabungan Muamalat ini dalam bentuk mata uang Rupiah 

yang akan meringankan transaksi keuangan, memberikan 

akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan 

muamalat kini hadir dengan dua pilihan kartu ATM / Debit 

yaitu Shar – E Reguler dan Shar-E Gold. 

(2) Tabungan Haji Arafah 

Tabungan Haji Arafah adalah tabungan dalam bentuk mata 

uang Rupiah yang dkhususkan bagi masyarakat muslim 

Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji. 

(3) Tabungan Haji Arafah Plus 

Tabungan Haji Arafah Plus, adalah tabungan dalam bentuk 

mata uang Rupiah yang dkhususkan bagi masyarakat 
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muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji 

secara reguler maupun plus. 

(4) Tabungan Muamalat Umroh 

Tabungan Muamalat Umroh, adalah tabungan berencana 

dalam mata uang rupiah yang akan memebantu 

mewujudkan impian untuk berangkat beribadah umroh.  

(5) TabunganKu 

Tabungan syariah dalam mata uang Rupiah yang sangat 

terjangkau bagi semua kalangan masyarakat serta bebas 

biaya administrasi. 

(6) Tabungan iB Muamalat Wisata 

Tabungan ini merupakan sebuah tabungan rencana yang 

didesain untuk memenuhi keinginan Nasabah yang 

memeiliki rencana untuk berwisata sehingg nasabah dapat 

merencanakan keinginannya tersebut sesuai dengan 

kemampuannya. 

(7) Tabungan iB Muamalat Prima 

Tabungan yang didesain bagi nasabah yang ingin 

mendapatkan Bagi Hasil yang tinggi bahkan setara dengan 

deposito. 

b) Giro Wadiah 

(1) Giro Muamalat Attijarah iB 
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Produk giro berbasis kaad wadiah yang memberikan 

kemudahan dan kenyamanan dalam berinteraksi. 

Merupakan saranan untuk memenuhi kebutuhan transaksi 

bisnis Nasabah perorangan maupun non-perorangan. 

(2) Giro Muamalat Ultima iB 

Produk giro berbasis akad mudharabah yang memeberikan 

kemudahan bertransaksi da bagi hasil yang kompetitif . 

sarana bagi nasabah perorangan dan non-perorangan untuk 

memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus 

memeberikan imbal balik yang optimal. 

c) Deposito 

(1) Deposito Mudharabah 

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar 

yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang 

optimal. 

(2) Deposito Fulinves 

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar 

yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal 

serta perlindungan asuransi jiwa gratis. 

2) Produk Pembiayaan (Financing) 

a) Konsumen 

(1) KPR Muamalat iB 
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KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan 

membantu untuk memiliki rumah (ready stock/bekas), 

apartemen, ruko, rukan, kios, maupun pengalihan take-over 

KPR dari bank lain. 

(2) Auto Muamalat 

Auto Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan 

membantu untuk memiliki kendaraan bermotor. Produk ini 

adalah kerjasama Bank Muamalat dengan Al-Ijarah 

Indonesia Finance (ALIF). 

(3) Pembiayaan Anggota Koperasi 

Pembiayaan konsumtif yan diperuntukkan bagi beragam 

jenis pembelian konsumtif kepada karyawan / guru / PNS 

(selaku end user) melalui koperasi. 

b) Modal Kerja 

(1) Pembiayaan Modal Kerja  

Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang 

akan membantu kebutuhan modal kerja usaha anda 

sehingga kelancaran operasional dan rencana 

pengembangan usaha anda akan terjamin. 

(2) Pembiayaan LKM Syariah 

Pembiayaan Moda Keraja Lembaga Keuangan Mikro 

(LKM) Syariah adalah produk pembiayaan yang ditujukan 

untuk LKM Syariah (BPRS/BMT/Koperasi) yang hendak 
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meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portofolio 

pembiayaannya kepada Nasabah atau anggotanya (end-

user). 

(3) Pembiayaan Rekenig Koran  

Pembiayaan Rekenig Koran adalah produk pembiayaan 

khusus modal kerja yang akan meringankan usaha dalam 

mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan 

dan kemampuan. 

c) Investasi 

(1) Pembiayaan Investasi 

Pembiayaan Investasi adalah produk pembiayaan yang akan 

membantu kebutuhan investasi usaha sehingga mendukung 

rencana ekspansi yang telah disusun. 

(2) Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis 

Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis adalah produk 

pembiayaan yang akan membantu usaha untuk 

membeli,membangun ataupun merenovasi property 

maupun pengalihan take-over pembiayaan property dari 

bank lain untuk kebutuhan bisnis. 

d) Jasa Layanan 

(1) ATM  

Layanan ATM 24 jam yang memudahkan jasa Nasabah 

dalam melakukan penarikan dana tunai, pemindahan 
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bukuan, transfer antar bank, cek saldo, pembayaran Zakat-

Infaq-Sedekah (ZIS) dan tagihan telepon. Untuk penarikan 

tunai, kartu ATM Muamalat dapat digunakan diseluruh 

ATM mUamalat, ATM BCA/Prima, ATM Bersama secara 

bebas biaya diseluruh Indonesia. Kartu ATM Muamalat 

juga dapat dipakai untuk bertransaksi diseluruh merchant 

Debit BCA.  

(2) SalaMuamalat 

SalaMuamalat merupakan layanan phone banking 24 jam 

dan call center yang dapat diakses melalui nomor 

telepon(021) 251 1616 dan 0807 1 MUAMALAT. 

SalaMuamalat memberikan kemudahan kepada nasabah, 

setiap saat dan dimananpun nasabah berada untuk 

memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan 

informasi transaksi, pemindah bukuan antar rekening, 

pembayaran serta mengubah PIN.  
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2. Bank Jatim Cabang Syariah Kediri 

a. Profil Perusahaan 

Bank Jatim  Unit Usaha Syariah atau Bank Jatim Syariah (BJS) 

didirikan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb 

tanggal 4 April 2007 perihal : Persetujuan Prinsip Pendirian Unit 

Usaha Syariah (UUS), Pembukaan Kantor Cabang Syariah dan 

Anggota Dewan Pengawas Syariah serta Surat Bank Indonesia Nomor 

9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 Juli 2007 perihal : Izin Pembukaan 

Kantor Cabang Syariah. 

Operasional BJS diresmikan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 

2007 bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1428 H. Dalam 

perjalanannya selama tujuh tahun beroperasi  BJS  telah hadir dengan 

banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan  

layanan financial yang terbaik sesuai kebutuhan nasabah melalui 

beragam produk dengan prinsip syariah. 

Upaya untuk terus meningkatkan layanan agar menjadi lebih dekat 

dengan masyarakat terus ditingkatkan oleh Bank Jatim. Memasuki 

tahun 2014, Bank Jatim langsung melebarkan sayapnya dengan 

menambah jaringan operasional baru di wilayah Kediri yaitu membuka 

Kantor Cabang Syariah di wilayah yang dijuluki kota tahu tersebut, 

yang bertempat di Jl. Diponegoro No. 50 B Kediri, 
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Visi : 

“Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar serta memiliki 

manajemen dan sumber daya manusia yang profesional” 

Penjelasan Visi : 

Dalam menjalankan bisnis dan mengembangkan usaha Bank Jatim 

secara sehat serta untuk memperoleh hasil yang optimal, Bank Jatim 

berupaya melaksanakan kegiatannya dengan tetap berpegang pada 

peraturan perundangundangan yang berlaku serta prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan 

Sumber Daya Manusia dengan integritas dan loyalitas yang tinggi, 

mempunyai jiwa melayani dan bertindak profesional. 

Misi : 

“Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan 

usaha kecil dan menengah serta memperoleh laba optimal” 

Penejelasan Misi : 

Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah merupakan tujuan 

utama Bank Jatim dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang 

diaplikasikan dalam pemberian bantuan permodalan bagi usaha-usaha 

yang produktif baik dalam bidang UMKMK maupun usaha berskala 

besar, disamping itu berupaya memperoleh laba yang optimal 

merupakan tujuan yang diharapkan agar semakin menambah 

kepercayaan stakeholder terhadap kinerja Bank Jatim. 
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Dimana Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam 

pengembangan bisnis bank. Terkait dengan hal itu, BJS berkomitmen 

untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi 

melalui perluasan jaringan, baik jaringan kantor, layanan syariah, 

maupun electronic channel berupa ATM (Automatic Teller Machine, 

SMS Banking, EDC dan Mobile Banking. 

Sebagai lembaga keuangan yang terpercaya Bank Jatim Syariah 

membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur 

yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insan BJS yang beriman, 

cerdas, amanah, jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian 

diharapkan akan memiliki empati, edifikasi, dan berorientasi hasil 

yang sepenuhnya mengutamakan layanan fokus kepada nasabah.  

Kami menyebut karakter tersebut dengan BJS FASTER (Fathonah, 

Amanah, Sidiq, Tabligh, Empati dan Edifikasi, Result Oriented) 
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b. Struktur Organisasi 

Gambar 4.2 Struktur organisasi Bank Jatim Cabang Syariah Kediri85 

 

                                                             
85 Sumber : Data Bank Jatim Cabang Syariah Kediri 
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c. Jenis dan Produk layanan Unggulan 

1) Dana 

a) Tabungan Barokah 

Simpanan dengan prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) antara 

Bank dengan Nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati, 

yang penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu. 

b) TabunganKu iB 

Simpanan dengan menggunakan prinsip Wadiah Yad Adh 

Dhamanah dimana simpanan Anda diperlakukan sebagai titipan 

dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. 

c) Tabungan Simple iB 

Tabungan yang cocok untuk yang berjiwa muda, kreatif, dan 

simpel. Diperuntukkan untuk siswa – siswi usia dibawah 17 

tahun dan belum memiliki KTP. 

d) Tabungan Haji Amanah 

Simpanan yang menggunakan prinsip bagi hasil (Mudharabah) 

tabungan kepercayaan umat untuk mewujudkan niat dan 

langkah menuju Baitullah dan insya Allah menjadi Haji yang 

mabrur. 

e) Giro Amanah 

Sarana penyimpanan dana dengan menggunakan prinsip 

Wadiah Yad Dhamanah, yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. 
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Dengan prinsip ini, giro Anda diperlakukan sebagai titipan 

yang kami jaga keamanan dan ketersediaanya setiap saat guna 

menunjang kelancaran aktifitas usaha Anda. 

f) Deposito Barokah 

Simpanan berjangka dalam bentuk Deposito dengan prinsip 

mudharabah mutlaqah dengan bagi hasil yang bersaing, aman, 

mententramkan dan Insya Allah barokah. 

2) Pembiayaan 

a) Multiguna Syariah 

Fasilitas Pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah 

yang mempunyai penghasilan tetap (fix income) dengan akad 

Murabahah. 

b) Produk Kafalah 

Berupa Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan Bank 

kepada pihak ketiga (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, 

jumlah tertentu dan keperluan tertentu, atas pemenuhan 

 kewajiban nasabah (yang dijamin) kepada pihak ketiga 

dimaksud. 

c) Emas iB Barokah 

Fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada Nasabah 

berdasarkan kesepakatan, dimana nasabah menyerahkan secara 

fisik barang berharga berupa emas (baik lantakan maupun 

perhiasan), selanjutnya bank memberikan Surat Gadai sebagai 
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jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah 

kepada bank. 

d) Kepemilikan Logam Emas (KLE) iB Barokah 

Fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Logam Emas iB Barokah 

(KLE iB Barokah) adalah pembiayaan yang diberikan untuk 

membantu Anda memiliki Emas Lantakan dengan cara 

mengangsur setiap bulan. 

3) Layanan 

a) Internet Banking 

Adalah salah satu electronik channel (e-channel), yang 

memungkinkan Bank memberikan layanan kepada nasabahnya 

melalui media internet yang dapat diakses dimana saja. 

b) Kartu Bank Jatim Flazz 

Bank Jatim Flazz adalah Kartu Prabayar multifungsi yang 

menggunakan teknologi RFID sehingga transaksi menjadi lebih 

cepat dan nyaman. Hasil kerjasama Co Branding dengan BCA. 
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B. Temuan Penelitian 

1. Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung 

a. Jenis – jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang terdapat di Bank 

Muamalat Indonesia KCP Tulungagung 

Jenis dari Pajak Penghasilan antara lain : PPh Pasal 21, PPh Pasal 

23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4Ayat 2. 

Berdasarkan pemaparan dari Relationship Manager Ibu Rinie, 

menuturkan jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku di Bank 

Muamalat Indonesia KCP Tulungagung : 

 “Jenis PPh yang diberlakuan di Bank Muamalat Indonesia KCP 

Tulungagung adalah PPh 21 yang dipotong sesuai dengan ketentuan 

undang – undang yang berlaku.86 Selain PPh 21 kami juga melakukan 

pemotongan pada PPh 23 dan PPh 4 Ayat 2, namun yang memproses 

adalah Kantor Pusat. Sedangkan PPh lain memang tidak 

diberlakukan.87” 

 

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa Bank Muamalat 

Indonesia KCP Tulungagung menerapkan pemotongan dan 

pemungutan Pajak Penghasilan. Seperti pada undang – undang 

perpajakan bahwa pemotongan untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan 

PPh pasal 4 ayat 2, sedangkan PPh lain tidak diberlakukan di Bank 

Muamalat Indonesia KCP Tulungagung. 

Alasan mengenai hanya diberlakukan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 

dan PPh Pasal 4 Ayat 2 menurut Ibu Rinie, adalah sebagai berikut : 

“Alasannya ya karena PPh 21 itu berkenaan dengan ketenaga 

kerjaan, semua pegawai yang ada di sini baik tetap maupun tidak tetap. 

                                                             
86 Wawancara dengan Prasetyo Rinie Budi U. pada tanggal  8 April 2016  
87 Wawancara dengan Prasetyo Rinie Budi U. pada tanggal  4 Mei 2016 
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Dan PPh 23 dikenakan berkenaan dengan pemberian hadiah undian 

kepada nasabah. Kemudian untuk PPH 4 Ayat 2 dikenakan karena 

berhubungan dengan produk bank Muamalat yakni deposito. 

Sedangkan pasal lainnya tidak diberlakukan karena mengikuti prosedur 

yang ada serta ranah dari Bank Muamalat sendiri bukan ke arah sana.” 

 

Dari alasan yang dipaparkan oleh Ibu Rinie, dapat diketahui bahwa 

diberlakukannya hanya PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh 4 Ayat 2 

adalah karena mengikuti prosedur yang ada dan PPh yang lain 

ranahnya tidak sesuai dengan Bank Muamalat. 

Kemudian setiap Pajak Penghasilan (PPh) terdapat subjek yang 

dikenakan, menurut penjelasan Ibu Rinie di Kantor Bank Muamalat 

Indonesia KCP Tulungagung : 

“PPh yang berlaku di Bank Muamalat Indonesia KCP 

Tulungagung dikenakan sesuai dengan ketentuan, PPh Pasal 21 

dikenakan pada setiap pegawai yang ada di Bank Muamalat Indonesia 

KCP Tulungagung baik dari bagian Branch Manager sampai dengan 

Driver.88 Sedangkan PPh 23 dan PPh 4 Ayat 2 yang dilakukan oleh 

Kantor Pusat sendiri adalah nasabah, dimana untuk PPh 23 adalah 

nasabah yang mendapatkan hadiah undian, dan pada PPh 4 Ayat 2 

adalah nasabah yang terdaftar mempunyai deposito dan tabungan. 

Sehingga hasil pemotongannya berasal dari deposito atau tabungan 

atau dari hadiah itu sendiri jadi tidak ada penambahan biaya untuk 

nasabah itu sendiri.89”  

 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa subjek dari Pajak 

Penghasilan (PPh) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada 

undang – undang PPh Pasal 21, PPh 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. 

Dimana subjeknya adalah orang pribadi baik pegawai maupun nasabah 

yang berdasarkan undang – undang. 

                                                             
88 Wawancara dengan Prasetyo Rinie Budi U. pada tanggal  8 April 2016 
89 Ibid, pada tanggal  4 Mei 2016 
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Untuk waktu pemberlakuan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh 

Pasal 4 Ayat 2 yang ada di Bank Muamalat Indonesia KCP 

Tulungagung, Ibu Rinie mengungkapkan : 

“Di kantor ini PPh Pasal 21 dibayarkan dan dilaporkan oleh pusat 

pada setiap bulan tepatnya setiap tanggal 25. Jadi laporan masa yang 

memproses adalah Kantor Pusat sendiri. Kami hanya menerima bukti 

pemotongan yang tertera pada slip gaji. Dan nantinya untuk laporan 

tahunan yang disetorkan ke KPP Pratama Tulungagung dengan 

collective, dari teman – teman dikumpulkan ke saya.90 Sedangkan PPh 

Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 hanya Kantor Pusat yang tahu. ”91 

 

Dari pernyataan Ibu Rinie dapat dipahami bahwa Bank Muamalat 

Indonesia KCP Tulungagung melakukan pembayaran dan pelaporan 

PPh Pasal 21 yang dikenakan pada setiap pegawai, dilakukan oleh 

Kantor Pusat pada setiap bulan. Selain melakukan pelaporan masa 

Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung juga melakukan 

pelaporan setiap tahun setiap tanggal 25 yang dilaporkan kepada KPP 

Pratama Tulungagung. 

Sehingga dapat digambarkan dalam tabel pelaporan yang tertera 

pada struk gaji sebagai bukti potong PPh Pasal 21 pada setiap 

pemberian gaji, sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Data Pelaporan Hasil Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 

21 Kepada Karyawan Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung 

 

No. Masa Pajak Tanggal Pelaporan 

Bukti Potong 

1 Januari 25 Januari 

2 Februari 25 Februari 

3 Maret 25 Maret 

4 April 25 April 

                                                             
90 Ibid, pada tanggal  8 April 2016 
91 Ibid, pada tanggal  4 Mei 2016 



103 
 

5 Mei 25 Mei 

6 Juni 25 Juni 

7 Juli 25 Juli 

8 Agustus 25 Agustus 

9 September 25 September 

10 Oktober 25 Oktober 

11 Nopember 25 Nopember 

12 Desember  25 Desember 

Sumber : Data Interview Diolah 

Tabel 4.2, Data Pelaporan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Kepada Karyawan Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung 

 

No. Masa Pajak Tanggal Pelaporan  

1 Januari 25 Nopember 

2 Februari 25 Nopember 

3 Maret 25 Nopember 

4 April 25 Nopember 

5 Mei 25 Nopember 

6 Juni 25 Nopember 

7 Juli 25 Nopember 

8 Agustus 25 Nopember 

9 September 25 Nopember 

10 Oktober 25 Nopember 

11 Nopember 25 Nopember 

12 Desember  25 Desember 

Sumber : Data Interview Diolah 

Cara diberlakukannya PPh Pasal 21, di Bank Muamalat Indonesia 

KCP Tulungagung Ibu Rinie menjelaskan : 

“Di kantor ini pemotongan PPh Pasal 21 pada gaji setiap pegawai 

telah dilakukan oleh kantor pusat bagian HRD Pusat Jakarta, dengan 

sistem potong dari penghasilan bruto. Dimana instrumen yang 

mempengaruhi antara lain adalah absensi, pendapatan pokok bonus 

yang didapat, tunjangan – tunjangan seperti tunjangan pendidikan 

anak, tunjangan kesehatan keluarga, tunjangan ibadah haji dan umroh, 

tunjangan kelahiran dan kematian, dll92 serta kategori setiap WP 

pegawai single atau sudah menikah.  Sehingga kami sudah menerima 

bersih dan tinggal membuat laporan pajak yang akan dilaporkan pada 

KPP Pratama Tulungagung dengan collective melalui saya.”93 

                                                             
92 Wawancara dengan Prasetyo Rinie Budi U. pada tanggal 10 Mei 2016 
93 Ibid, pada tanggal  8 April 2016 
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Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dari pernyataan 

diatas, bahwa pemberlakuan PPh Pasal 21 adalah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Dimana dilakukan pemotongan oleh pihak 

HRD (Human Resources Development) Pusat di Jakarta, sehingga 

Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung tidak melakukan 

penghitungan untuk memotong PPh melainkan sudah menerima bersih 

dan selanjutnya dapat membuat laporan yang dilakukan oleh setiap 

pegawai, dan dikumpulkan secara collective kepada Ibu Rinie. 

 Sedangkan pada PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2, Ibu Rinie 

memaparkan dalam pemberlakuannya di Bank Muamalat adalah : 

“PPh 23 dan PPh 4 ayat 2 di kantor kami hanya mengikuti sistem 

yang ada, dengan hasil data nasabah yang diinput oleh kami,kemudian 

terjadi proses pemotongan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan 

kami tinggal terima bersih.” 94 

 

Dari pemaparan tersebut bahwa PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 

2 diberlakukan dengan menggunakan sistem yang terpusat pada kantor 

pusat Bank Muamalat, yang berdasarkan pada data yang ada sehingga 

terjadinya pemotongan  secara otomatis.  

b. Implementasi Withholding Tax Pada Bank Muamalat Indonesia 

KCP Tulungagung 

Withholding Tax adalah salah satu sistem yang digunakan untuk 

mendukung penerimaan pajak, dan membantu dalam proses 

pemotongan ataupun pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) yang 

berlaku di lembaga yang berbadan hukum salah satunya adalah Bank 

                                                             
94 Ibid, pada tanggal 4 Mei 2016 
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Muamalat. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Rinie mengenai pengertian 

Withholding Tax, menuturkan : 

“Saya sendiri kurang paham mengenai sistem ini, namun menurut saya 

itu adalah sistem yang berkenaan dengan pemotongan dan pemungutan 

PPh. Dan di kantor ini telah diberlakukan sistem tersebut dengan 

peranan perusahaan pusat sendiri.”95 

 

Dari pernyataan diatas bahwa Bank Muamalat Indonesia KCP 

Tulungagung melakukan sistem Withholding Tax dengan peranan 

pihak kantor pusat yang berada di Jakarta, sesuai dengan bagiannya. 

Namun pihak Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung kurang 

memahami pengertian dari sistem withholding tax. 

Untuk orang – orang yang berperan dalam sistem Withholding Tax 

yang ada di Bank Muamalat, menurut Ibu Rinie adalah : 

“Pimpinan cabang yang memiliki wewenang pengawasan, HRD 

cabang yang berada di Kediri, Back Office Pusat, dan HRD pusat. 

Dimana tugas dari pimpinan adalah mengawasi kehadiran dan kegiatan 

yang ada di kantor, memeriksa hasil sistem dan melaporkannya kepada 

HRD Cabang. Hal tersebut nantinya akan diteruskan kepada Back 

Office dan HRD Pusat untuk pencatatan dan penghitungan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Dan Khusus untuk setiap HRD 

tugasnya adalah hanya mengecek dan menyesuaikan instrumen yang 

akan mempengaruhi pemotongan PPh.”96 

 

Implementasi sistem Withholding Tax pada Bank Muamalat 

Indonesia KCP Tulungagung, Ibu Rini menjelaskan pada PPh 21: 

“Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau di kantor ini sudah 

menerima bersih. Jadi pihak kantor pusatlah yang berperan dalam 

pemotongan. Melalui HRD kantor Indonesia KCP Tulungagung 

meminta hasil pemotongan yang telah dipotong oleh HRD pusat 

melalui sistem yang sudah ada, yakni MHP ( muamalat Human Power) 

dengan berdasarkan pada absen yang nantinya berpengaruh pada 

                                                             
95 Ibid, pada tanggal  8 April 2016 
96 Ibid, pada tanggal  4 Mei 2016 
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penghasilan yang akan dipotong. Kemudian HRD Pusat melanjutkan 

proses tersebut kepada Back Office Pusat dan selanjutnya laporan 

dikirim kembali ke bagian HRD Indonesia KCP Tulungagung. 

Sehingga data sudah lengkap dan para pegawai dapat membuat laporan 

maing – masing dan dikumpulkan secara collective kepada saya.” 

 

Dalam implementasi sistem Withholding Tax PPh Pasal 21, PPh 

Pasal 23, dan juga PPh Pasal 4 Ayat 2 dapat digambarkan melalui 

skema berikut ini :97 

Gambar 4.3 Skema Alur Sistem Withholding Tax 

Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung Pada PPh Pasal 21 

 

HRD 

Cab. Kediri

HRD
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1. 

Melalui

Sistem 

MHP

Back Office 

Pusat

2.

Menyetorkan dan menyocokkan

 data yang dibutuhkan 

3.

Pengiriman

Melalui 

sistem
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4. Membagikan 

Hasil hitungan

Relationship

Manager

5.

Hasil Pembuatan

Laporan dikumpulkan

KPP Pratama 

Tulungagung

6.

Dilaporkan

 secara 

Collective
 

Sumber : Data Wawancara Dengan Ibu Rinie Diolah 

  

                                                             
97 Ibid 
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Gambar 4.3 Skema Alur Sistem Withholding Tax Bank Muamalat Indonesia 

KCP Tulungagung Pada PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 
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Sumber : Data Wawancara Dengan Ibu Rinie Diolah 

Implementasi sistem Withholding Tax pada Bank Muamalat 

Indonesia KCP Tulungagung, Ibu Rini menjelaskan pada PPh Pasal 23 

dan PPh Pasal 4 Ayat 2 antara lain : 

“Dimana deposito yang dikenai pajak, berasal dari data yang di-

input langsung kepada sistem. Dengan menggunakan MCB (Muamalat 

Core Banking), kemudian diterima oleh pusat dan di terima kembali 

oleh kantor sini. Sehingga di sini hanya menerima mentahnya saja, 

kemudian untuk pemotongannya dari uang deposito itu sendiri.” 

 

Setelah pengamatan yang dilakukan oleh Ibu Rinie mengenai 

sistem Withholding Tax di Bank Muamalat, beliau menjelaskan : 

“Sistem yang dijalankan sudah bagus, dan sudah sangat mempermudah  

kewajiban dari para karyawan/i dalam memenuhi kewajibannya, tidak 

perlu repot untuk menghitung manual karena semuanya sudah 

menggunakan sistem. Sehingga kami dapat lebih fokus pada target dan 

tugas yang telah ditentukan.” 
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Berdasarkan jawaban dari Ibu Rinie di atas, bahwa sistem Withholding 

Tax yang berlaku dalam Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung 

sudah baik dan dapat memberikan manfaat yang besar dalam 

menunjang kinerja para karyawan/i. 

c. Hambatan – Hambatan dalam Implementasi Sistem Withholding 

Tax di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung 

Berdasarkan hambatan dan faktor penyebab yang timbul dalam 

sistem Withholding Tax ini Ibu Rini menuturkan : 

“Dalam sistem ini kami menyesuaikan dengan kebijakan yang 

diberikan oleh Kantor pusat dan DJP, sehingga hambatan yang biasa 

kami alami dalam sistem Withholding Tax adalah seperti sistem pusat 

yang terkadang mengalami eror karena jaringan yang bermasalah 

dengan masuk secara online ke dalam sistem yang mengalami trouble 

sebab banyaknya yang menggunakan sistem tersebut, dimana seluruh 

Indonesia menggunakannya; terkendala waktu pelaporan yang sangat 

terbatas karena setiap pegawai memiliki target yang harus dipenuhi 

dan terlalu fokus pada tugas masing – masinng, sehingga sulit untuk 

membuat laporan; data yang digunakan harus data pribadi sehingga 

mau tidak mau kami dituntut untuk memenuhi syarat tersebut; dan 

tidak ada HRD di kantor sini yang memiliki tugas khusus untuk 

menangani pajak tersebut, sehingga hanya asal tunjuk dan akhirnya 

berhubung orang yang sebelumnya mengemban tugas ini dan sudah 

memahami masalah pajak telah pindah tugas, maka saya yang 

dipercaya oleh teman – teman untuk mengemban tugas ini. Karena kan 

kalau kita lihat PPh itu memang kewajiban masing – masing pegawai 

sebagai Wajib Pajak”98 

 

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa hampir keseluruhan 

hambatan berasal dari sistem yang ada, karena untuk mempermudah 

administrasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pajak melalui 

sistem. Hal ini sesuai dengan kebijakan dari perusahaan itu sendiri dan 

juga dari DJP (Direktorat jendral Pajak). Masalah kedua berada pada 

                                                             
98 Wawancara dengan Prasetyo Rinie Budi U. pada tanggal  8 April 2016 
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posisi job discription yang tidak menangani Pajak secara khusus, 

karena melihat tujuan dari Bank Muamalat sendiri yang mengarah ke 

arah sana melainkan hal tersebut di bebankan pada setiap pegawai 

sebagai Wajib Pajak. 

Dan dalam penjelasan selanjutnya untuk penanganan hambatan – 

hambatan yang muncul, perusahaan sudah melakukan pengendalian 

seperti penjelasan Ibu Rini Sebagai berkut : 

“Untuk penanganan kami sudah melakukan kerjasama dengan 

pihak KPP Pratama Tulungagung, dimana biasanya di sistem kami 

sendiri ada peringatan untuk melalukan administarsi PPh dan selain itu 

Pihak Pajak dari KPP Tulungagung mengingatkan kepada kami untuk 

melakukan pelaporan. Selain itu kami belum bisa mengupayakan, 

orang yang khusus untuk penanganan Pajak karena di kantor cabang 

memang sangat terbatas dan kami hanya mengikuti kebijakan dari 

kantor Pusat.” 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa sudah adanya 

pencegahan dan pencarian solusi untuk menangani masalah yang 

muncul dalam sistem Withholding Tax. Namun kurang maksimal 

karena terkendala dengan kebijakan dari kantor pusat yang menaungi 

cabang yang berada di Tulungagung ini.  

Dengan pengamatan yang dilakukan oleh Ibu Rinie mengenai 

solusi dari hambatan yang ada, beliau memaparkan : 

“Solusi yang dilakukan oleh perusahaan sudah efektif kalau 

menurut saya dalm melakukan laporan tahunan, karena setiap absen 

ada peringatan kapan waktunya melakukan pelaporan. Selain itu kalau 

menurut saya dengan adanya kurir pajak yang khusus datang ke sini 

pasti akan lebih membantu.”99 

  

                                                             
99 Wawancara dengan Prasetyo Rinie Budi U. pada tanggal  4 Mei 2016 
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Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa menurut Ibu Rinie 

solusi untuk meminimalisir hambatan yang terjadi sudah dapat 

membackup permaslahan yang biasanya terjadi, walaupun ada saran 

untuk mengundang kurir pajak membantu melakukan pelaporan. 

2. Bank Jatim Cabang Syariah Kediri 

a. Jenis – jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang terdapat di Bank 

Jatim Cabang Syariah Kediri 

Berdasarkan pemaparan dari Unit Umum dan SDM mengenai jenis 

PPh yang ada di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri, adalah sebagai 

berikut : 

“Di sini kami ada PPh 21 dimana berkenaan dengan pendapatan 

gaji pegawai, PPh 23 berkenaan dengan jasa dan sewa, serta PPh 4 

pasal 2 yang  berkenaan dengan Giro, Deposito dan Tabungan,”100 

 

Dari pemaparan dapat diketahui bahwa PPh yang diberlakukan di 

Bank Jatim Cabang Syariah Kediri ada 3 jenis, yakni PPh 21, PPh 23, 

dan PPh 4 Ayat 2. Dimana ketiga PPh tersebut disesuaikan dengan 

subjek maupun objek yang ada. Sesuai dengan pemaparan unit Umum 

dan SDM  berikut ini mengenai alasan diberlakukannya adalah : 

“Karena disesuaikan dengan ketentuan yang ada (peraturan 

perpajakan), dimana ketentuan tersebut harus dipatuhi agar tidak 

mendapatkan sanksi yang nantinya akan merugikan Bank Jatim 

Cabang Syariah itu sendiri, selain itu juga karena mengikuti peraturan 

BUMD.”101 

 

Dengan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Bank Jatim 

Syariah (BJS) mengikuti peraturan PPh yang ada dan mengikuti aturan 

                                                             
100 Wawancara dengan Unit Umum dan SDM. pada tanggal  11 Mei 2016 
101 Wawancara dengan Unit Umum dan SDM. pada tanggal  11 Mei 2016 



111 
 

BUMD. Dan selanjutnya mengenai subjek yang dikenakan pajak Unit 

Umum dan SDM memaparkan sebagai berikut : 

“Untuk PPh 21 subjek yang dikenakan adalah seluruh karyawan/i 

yang ada di kantor baik pegawai tetap, outsorching, dan magang yang 

kurang lebih berjumlah 52 orang. Sedangkan untuk PPh 23 adalah 

sewa tenaga outsorching, sewa kendaraan, dan jasa lain-lainnya (Sewa 

Bunga, Biaya Promosi/ Sponsorship). Dan untuk PPh 4 Ayat 2 adalah 

dari produk dana nasabah yang memiliki Giro, Deposito, dan 

Tabungan.”102 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa subjek 

yang dikenakan sudah sesuai dengan aturan PPh, selanjutnya mengenai 

cara diberlakukannya Unit Umum dan SDM menjelaskan sebagaimana 

berikut : 

“Untuk PPh 21 cara pemberlakuannya yaitu setiap pegawai yang 

mendapatkan penghasilan selama satu bulan harus dilaporkan 

seluruhnya ke Kantor Pusat. Dari Kantor Pusat, hasil rekapan 

penghasilan dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga 

dihasilkan nominal pajak yang harus dibayarkan oleh masing – masing 

pegawai. Selanjutnya data nominal pajak pegawai tersebut dikirimkan 

ke kantor cabang untuk dibukukan diakhir bulan dan dibayarkan pada 

tanggal 1 s/d 10 bulan berikutnya, Saat cabang membayarkan pajak ke 

KPP atau Bank Persepsi mendapatkan NTPN. Hasil NTPN di-scan dan 

dikirim ke Kantor Pusat berupa hasil scan NTPN dan database e-spt.103 

 

Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel penyetoran dan 

pelaporan Masa PPh Pasal 21 dan pelaporan tahunan yang dilakukan 

oleh Bank Jatim Cabang Syariah Kediri, sebagai berikut : 

 

 

 

                                                             
102 Ibid, pada tanggal  11 Mei 2016 
103 Ibid, pada tanggal  20  Mei 2016 
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Tabel 4.3 Data Penyetoran dan Pelaporan Masa Pajak Penghasilan 

 Pasal 21 Di  Bank Jatim Cabang Syariah Kediri 

 

 

No. 

 

MasaPajak 

Tanggal Pembayaran 

Dan 

Tanggal Pelaporan 

1 Januari 1 s/d 10 Februari 

2 Februari 1 s/d 10 Maret 

3 Maret 1 s/d 10 April 

4 April 1 s/d 10 Mei 

5 Mei 1 s/d 10 Juni 

6 Juni 1 s/d 10 Juli 

7 Juli 1 s/d 10 Agustus 

8 Agustus 1 s/d 10 September 

9 September 1 s/d 10 Oktober 

10 Oktober 1 s/d 10 Nopember 

11 Nopember 1 s/d 10 Desember 

12 Desember  1 s/d 10 Januari 

Sumber : Data Interview Diolah 

Tabel 4.4 Data Pelaporan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21  

Di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri 

 

No. Masa Pajak Tanggal Pelaporan  

1 Januari < 30 Maret 

2 Februari < 30 Maret 

3 Maret < 30 Maret 

4 April < 30 Maret 

5 Mei < 30 Maret 

6 Juni < 30 Maret 

7 Juli < 30 Maret 

8 Agustus < 30 Maret 

9 September < 30 Maret 

10 Oktober < 30 Maret 

11 Nopember < 30 Maret 

12 Desember  < 30 Maret 

Sumber : Data Interview Diolah 

Selanjutnya untuk PPh 23 misalnya pada sewa tenaga outsorching 

yakni disaat mendapat tagihan 2% dikenakan bagi yang mempunyai 

NPWP dan 4% bagi yang tidak mempunyai NPWP. Kami yang 

melakukan pemotongan dan vendor tenaga outsorching hanya 

menerima bukti pemotongan. Pemotongan dan pelaporan PPh 23 ini 
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juga menggunakan sistem Tax Expert.104 Begitu juga berlaku dengan 

sewa kendaraan, jasa lainnya (sewa bunga, biaya promosi). Dimana 

pemotongannya sesuai dengan tagihan invoice dari pihak vendor yang 

pemotongannya dari perhitungan tarif pajak dikali DPP yang tertera 

pada faktur pajak. Kemudian untuk pembayaran dan pelaporannya 

masa dilakukan pada tanggal 1 s/d 10 yang nantinya akan di kirim ke 

kantor pusat (Divisi Akuntansi).105 

 

Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel penyetoran dan 

pelaporan Masa PPh Pasal 23  yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang 

Syariah Kediri, sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Data Penyetoran dan Pelaporan Masa Pajak Penghasilan  

Pasal 23 Di  Bank Jatim Cabang Syariah Kediri 

 

 

No. 

 

Masa Pajak 

Tanggal Pembayaran 

Dan 

Tanggal Pelaporan 

1 Januari 1 s/d 10 Februari 

2 Februari 1 s/d 10 Maret 

3 Maret 1 s/d 10 April 

4 April 1 s/d 10 Mei 

5 Mei 1 s/d 10 Juni 

6 Juni 1 s/d 10 Juli 

7 Juli 1 s/d 10 Agustus 

8 Agustus 1 s/d 10 September 

9 September 1 s/d 10 Oktober 

10 Oktober 1 s/d 10 Nopember 

11 Nopember 1 s/d 10 Desember 

12 Desember  1 s/d 10 Januari 

Sumber : Data Interview Diolah 

Dan yang terakhir pada PPh 4 Ayat 2 cara memberlakukannya 

yakni dengan sistem Tax Expert dimana pemotongannya berasal dari 

pendapatan bagi hasil bukan dari pendapatan pokoknya. Misalkan 

mbak punya uang di tabungan Rp 100.000,- kemudian mendapat bagi 

hasil Rp 1.500,- nah dari hasil itulah yang kami potong bukan dari 

uang pokoknya.”106 Kemudian untuk pemotongannya sebesar 20% 

dengan menggunakan sistem, jadi berapapun bagi hasil yang didapat 

akan tetap terpotong sehingga semua saldo rata. Tanggal pemotongan 

                                                             
104 Ibid,.pada tanggal  11 Mei 2016 
105 Ibid. pada tanggal 20 Mei 2016 
106 Ibid. pada tanggal  11 Mei 2016 
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sesuai dengan tanggal transaksi yang dilakukan antara nasabah dengan 

teller atau customer service. SSP dibayarkan dan dilaporkan pada 

tanggal 1 s/d 10 di bulan berikutnya, sedangkan pada SSP tahunan 

dilakukan maksimal pada tanggal 10.107 

 

Gambaran tersebut dapat dilihat dalam tabel penyetoran dan 

pelaporan masa serta pelaporan tahunan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang 

dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Syariah Kediri, sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Data Penyetoran dan Pelaporan Masa Pajak Penghasilan 

Pasal 4 Ayat 2 Di  Bank Jatim Cabang Syariah Kediri 

 

 

No. 

 

Masa Pajak 

Tanggal Pembayaran 

Dan 

Tanggal Pelaporan 

1 Januari 1 s/d 10 Februari 

2 Februari 1 s/d 10 Maret 

3 Maret 1 s/d 10 April 

4 April 1 s/d 10 Mei 

5 Mei 1 s/d 10 Juni 

6 Juni 1 s/d 10 Juli 

7 Juli 1 s/d 10 Agustus 

8 Agustus 1 s/d 10 September 

9 September 1 s/d 10 Oktober 

10 Oktober 1 s/d 10 Nopember 

11 Nopember 1 s/d 10 Desember 

12 Desember  1 s/d 10 Januari 

Sumber : Data Interview Diolah 

Tabel 4.7 Data Pelaporan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2  

Di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri 

 

No. Masa Pajak Tanggal Pelaporan  

1 Januari < 10 Desember 

2 Februari < 10 Desember 

3 Maret < 10 Desember 

4 April < 10 Desember 

5 Mei < 10 Desember 

6 Juni < 10 Desember 

7 Juli < 10 Desember 

8 Agustus < 10 Desember 

                                                             
107 Wawancara dengan Unit Pelayanan  Nasabah. pada tanggal 20 Mei 2016 
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9 September < 10 Desember 

10 Oktober < 10 Desember 

11 Nopember < 10 Desember 

12 Desember  < 25 Desember 

Sumber : Data Interview Diolah 

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa baik PPh 21, PPh 

23, dan PPh 4 Ayat 2 sudah sesuai dengan ketentuan. Dimana pada 

PPh pasal 21 (non pegawai) menggunakan aplikasi e-spt, sedangkan 

pada PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 menggunakan sistem Tax 

Expert . Walaupun dengan tarif yang berbeda untuk setiap masing – 

masing jenis pajak. 

b. Implementasi Withholding Tax Pada Bank Jatim Cabang 

Syariah Kediri 

Selanjutnya mengenai pengertian dari sistem Withholding Tax Unit 

Umum dan SDM menuturkan : 

“Sebelumnya kami belum memahami mbak apa itu sistem 

Withholding Tax, sepemahaman kami pihak ketiga itu adalah orang 

lain diluar perusahaan namun ternyata dari keterangan mbak tadi 

ternyata adalah perusahaan sendiri, maka Bank Jatim Syaraih sudah 

melakukan sistem Withholding Tax untuk pemotongan dan 

pelaporannya.”108 

 

Dari penjelasan di atas, bahwa Bank Jatim Cabang Syariah Kediri 

dapat diperlakukan secara lebih lanjut, karena sudah menggunakan 

sistem Withholding Tax. Dan untuk kebijakannya sendiri dalam 

pemberlakuannya Pajak Penghasilan (PPh) Unit Umum dan SDM 

memaparkan alasannya : 

                                                             
108 Ibid, pada tanggal  11 Mei 2016 
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“ Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya mbak, bahwa kami 

melakukan sistem ini juga karena mengikuti ketentuan yang ada dari 

Kantor Pusat. Dan perlu diketahui bukan hanya Bank Jatim Cabang 

Syariah Kediri ini saja yang melakukan kebijakannya melainkan 

seluruh Bank Jatim yang lainnya.”109 

 

Dari pemaparan tersebut bahwa Bank Jatim Cabang Syariah Kediri 

dapat diketahui bahwa sudah menggunakan sistem Withholding Tax, 

dan ternyata berlaku pada semua Bank Jatim yang ada. Kemudian 

untuk lebih mengetahui siapa saja yang berperan, Unit Umum dan 

SDM menjelaskan : 

“Dari kantor Cabang sendiri kami yang berperan yakni Unit Umum 

dan SDM yang bertugas melaporkan pendapatan dan menampung 

untuk PPh 21 dan PPh 23, sedangkan PPh 4 Ayat 2 dilakukan oleh unit 

Pelayanan Nasabah dan selanjutnya Divisi Akuntansi yang berada di 

Kantor Pusat yang bertugas menghitung dan memotong sesuai dengan 

kriteria yang ada. Kemudian baru berhubungan dengan KPP secara 

langsung maupun melalui Bank Jatim juga”110 

 

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa yang berperan di 

Bank Jatim Cabang Syariah Kediri  adalah Bagian Unit Umum dan 

SDM, Unit Pelayanan Nasabah, serta Divisi Akuntansi yang berada di 

Kantor Pusat. Selanjutnya untuk mengetahui bentuk dan alur dari 

sistem Withholding Tax pada masing – masing PPh di Bank Jatim 

Cabang Syariah Unit Umum dan SDM menuturkan : 

“ Jadi seperti yang saya jelaskan tadi mbak, semua pemotongan 

PPh dilakukan oleh Kantor Pusat dan pelaporannya melalui sistem e-

spt. Untuk PPh 21 prosesnya dimulai dari Unit Umum dan SDM yang 

tugasnya untuk menampung pendapatan (data mentah) dan juga 

melaporkannya ke Kantor Pusat melalui e-spt, max pada tanggal 26. 

Setelah kami kirim nanti  ke bagian Divisi Akuntansi yang akan 

memproses tahapan selanjutnya seperti mendata kembali, 

                                                             
109 Wawancara dengan Unit Umum dan SDM. pada tanggal  11 Mei 2016 
110 Ibid, pada tanggal  11 Mei 2016 



117 
 

menyocokkan, dan juga menghitung. Selanjutnya apabila sudah 

mendapatkan hasil berupa gelondongan atau data jadi, Divisi 

Akuntansi akan mengirim kembali kepada kami Unit Umum dan SDM 

pada tanggal 30/31. Kemudian tugas untuk kami selanjutnya adalah 

membukukan sesuai dengan kode transaksi (menyadangkan) 

disesuaikan dengan kode akuntansi. Setelah itu kami melakukan 

pembayaran kepada KPP melalui kantor Bank Jatim terdekat, dan 

nantinya kami akan mendapatkan NTPN. Selanjutnya NTPN tersebut 

akan di scan dan dikirim kembali ke Divisi Akuntansi yang ada di 

Kantor Pusat pada tanggal 1 s/d 10.111 

Untuk PPh 23 masa, misalnya pada kasus jasa tenaga kerja 

prosesnya dimulai dari adanya tagihan dari pihak vendor yang tertera 

pada invoice. Kemudian dipotong sebesar 2% dari DPP, hal tersebut 

dapat dilihat di Faktur Pajak. Setelah itu hasil pemotongan akan masuk 

ke penampungan untuk dicadangkan sampai pada awal bulan 

berikutnya yang nantinya akan diproses pada tanggal 1 s/d 10 dibulan 

berikutnya. Setelah melakukan pembayaran di Bank Jatim kita akan 

medapatkan NTPN setelah itu baru datanya di scan dan diinput ke 

dalam sistem Tax Expert dimulai dari data besarnya tagihan, 

nominalnya sampai NTPN pada tanggal 1 s/d 10. Setelah itu akan 

masuk ke dalam Database untuk mendapatkan bukti potong dan SSP, 

langkah selanjutnya adalah mengirim ke Divisi Akuntansi yang 

nantinya akan diolah dan dilaporkan ke KPP Pratama Pusat.112 

Dan pada PPh 4 Ayat 2 prosesnya diawali dengan nasabah yang 

melakukan transaksi, selanjutnya uangnya akan ditarik ke dalam sistem 

Pelayanan Nasabah untuk pemotongan pajak sebesar 20% dari bagi 

hasilnya. Selanjutnya uang tersebut akan masuk ke dalam GL untuk 

penyimpanan pajak sementara. Setelah itu diproses dalam sistem SSP 

online untuk mencetak E-Billing dan dicek dg sistem teller untuk 

mendapatkan NTPN. Jika sudah mendapatkan E-Billing dan NTPN 

maka akan diinput ke dalam sistem Tax Expert. Selanjutnya data yang 

telah diisi masuk ke Database dikirim ke Divisi Akutansi. Setelah itu 

dari Divisi Akuntansi langsung melaporkan kepada KPP Pratama 

Pusat.113 

 

Untuk lebih rinci mengenai gambaran alur dari implementasi 

sistem Withholding Tax, akan diperlihatkan pada gambar 4.3 untuk 

alur PPh 21, sedangkan pada gambar 4.4 untuk alur PPh 23 dan PPh 4 

Ayat 2 sebagaimana berikut ini :  

                                                             
111 Wawancara dengan Unit Umum dan SDM. pada tanggal  11 Mei 2016 
112 Ibid, pada tanggal  20 Mei 2016 
113 Wawancara dengan unit Pelayanan Nasabah. pada tanggal  20 Mei 2016 
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Gambar 4.5 Skema Alur Sistem Withholding Tax 

Bank Jatim Cabang Syariah Kediri Pada PPh Pasal 21 
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Gambar 4.6 Skema Alur Sistem Withholding Tax 

Bank Jatim Cabang Syariah Kediri Pada PPh Pasal 23 
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Gambar 4.7 Skema Alur Sistem Withholding Tax 

Bank Jatim Cabang Syariah Kediri Pada PPh Pasal 4 Ayat 2 
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Menurut Unit Umum dan SDM serta Unit Pelayanan Nasabah yang 

telah mengamati implementasi dari sistem Withholding Taxyang ada di 

kantor Bank Jatim Syariah Cabang Syariah yakni dengan 

menggunakan sistem Tax Expert, seperti penuturannya berikut ini : 

“Dengan adanya sistem Tax Expert ini, memberikan kemudahan 

kepada kantor cabang  dalam melakukan pelaporan dan tidak perlu 

melakukan perhitungan PPh karena sudah dilakukan oleh Kantor 

Pusat. Selain itu untuk Kantor Pusat dapat mengontrol transaksi 

sehingga dapat meminimalisir kekeliruan dan resiko. Serta dengan 

adanya Tax Expert ini menghindari adanya selisih.” 114 

 

Dari penuturan yang disampaikan dapat diketahui bahwa Unit 

Umum dan SDM sangat setuju dan sangat senang dengan adanya 

                                                             
114 Wawancara dengan Unit Umum dan SDM. pada tanggal  11 Mei 2016 
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sistem Tax Expert karena meringankan pekerjaan dan mempermudah 

melakukan pelaporan.  

c. Hambatan – Hambatan dalam Implementasi Sistem 

Withholding Taxdi Bank Jatim Cabang Syariah Kediri 

Untuk hambatan yang biasa dihadapi oleh kantor Bank Jatim 

Cabang Syariah Kediri, Unit Umum dan SDM memaparkan sebagai 

berikut : 

“Untuk hambatannya sendiri ya mbak, semakin lama semakin ke 

sini hampir tidak ada hambatan yang  menyebabkan masalah. 

Hambatan semakin lama semakin mudah karena bagian – bagian PPh 

banyak yang di handle oleh Pusat dan semua kegiatan yang berkenaan 

dengan PPh semua sudah menggunakan sistem online dan setiap tahun 

dilakukan perbaruan sistem. Hanya pada saat adaptasi dengan sistem 

yang baru, masih mengalami kesulitan.115Namun mungkin hambatan 

lebih kepada teknis saja seperti laptop yang dipakai rusak pada saat 

menginput data, sehingga semua data yang sudah di input juga ikut 

hilang.116 

Jika pada sistem PPh Pasal 4 Ayat 2 biasanya yang sering terjadi 

adalah kesalahan penempatan sistem, karena banyaknya sistem yang 

harus di input dan datanya harus direkap dari seluruh cabang dan 

capem yang dinaungi oleh Bank Jatim Cabang Syariah Kediri. Bisanya 

salah nominal pada peletakan di sistemnya, selain itu terkadang Teller 

atau Customer Service yang salah memasukkan nominal. Selain itu 

kami tidak bisa melanjutkan transaksi apabila supervisor belum 

menyetujuinya.117 

 

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa hambatan yang 

biasa dihadapi lebih kepada teknis saja. Dan untuk mengatasinya Unit 

Umum dan SDM menuturkan : 

“Untuk laptop yang sedang dipakai pada saat menginput data 

rusak, biasanya kami kolaborasi dengan kantor pusat. Selain itu kami 

juga melakukan back up data setiap kami melakukan, kalau tidak nanti 

harus ngopy ke kantor pusat dengan proses yang membutuhkan waktu. 

                                                             
115 Ibid. Pada tanggal 20 Mei 2016 
116 Wawancara dengan Unit Umum dan SDM. pada tanggal  11 Mei 2016 
117 Wawancara dengan Unit Pelayanan Nasabah. pada tanggal  20 Mei 2016 
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Dan menurut kami itu sudah maksimal untuk menghindari adanya 

masalah yang muncul.118 

Lebih harus berhati – hati apabila akan masuk ke dalam beberapa 

sistem, dan harus mengingat sistem apa yang sedang dipakai. 

Memberikan himbauaan kepada Teller dan Customer Service agar 

terus berhati – hati. Serta fungsi dari supervisor adalah sebagai filter 

dalam pengecekan nominal, nomer, tanggal transaksi,dll.”119 

 

Dengan adanya solusi yang sudah dilakukan oleh kantor Cabang, 

hal tersebut dapat mengatasi masalah atau hambatan yang terjadi 

dalam melakukan pengoperasian pada sistem. Dan juga menurut Unit 

Umum dan SDM serta Pelayanan Nasabah hal tersebut juga sudah 

menjadi upaya yang maksimal dalam usaha untuk meminimalisir 

hambatan yang muncul. 

 

                                                             
118 Wawancara dengan Unit Umum dan SDM. pada tanggal  11 Mei 2016 
119 Ibid. Pada tanggal 20 Mei 2016 


